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Sebagian besar tugas KUA adalah melayani dan mengawasi peristiwa 

perkawinan masyarakat yang beragama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA 

menghadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan 

identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat 

sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalui 

proses pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu 

meminimalisir pemalsuan identitas secara signifikan. Oleh karena itu, peneliti 

merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana PPN memahami Pasal 9 PMA 

No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bagaimana pelaksanaan pasal 

tersebut oleh PPN dan apa saja hambatan yang dijumpai oleh PPN serta 

bagaimana penyelesaiannya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami 

secara komprehensif proses pelaksanaan pemeriksan nikah oleh PPN.  

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode 

analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan 

melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan 

pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus yang dikaji yaitu Kepala dan staff 

KUA Tempurejo. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, arsip daftar 

pemeriksaan nikah juga digunakan sebagai sumber data sekunder. 

Kesimpulan dari penelitian adalah PPN memahami inti dari pasal 9 yaitu 

pemeriksaan nikah yang wajib dilakukan adalah pemeriksaan secara administratif 

dan fisik sampai PPN yakin akan kebenaran data dari wali dan calon pengantin. 

Pemahaman ini didapat dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan 

sosiologis. Implikasi dari pemahaman tersebut, PPN melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tetapi, hasil yang dicapai ternyata belum 

mencapai tujuan karena beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal. 

Hambatan internal diantaranya adalah kurangnya payung hukum terkait eksistensi 

P3N yang memberi kontribusi besar bagi PPN dan minimnya jumlah pegawai 

KUA. Adapun hambatan eksternal yaitu sulitnya menghadapi masyarakat 

Tempurejo. Masyarakat Tempurejo termasuk tokoh agama memiliki pola pikir 

konservatif dan budaya tersendiri yang sulit untuk dirubah. Selain itu, tingkat 

pengetahuan hukum penduduk setempat, ada yang sudah melek hukum dan ada 

juga yang masih buta hukum, memberikan kesulitan berbeda-beda lagi bagi 

petugas. Langkah utama PPN mengatasi hambatan eksternal adalah menjalin 

kerjasama dengan para kyai. 


